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BUPATI BARJITO UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 23 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH

a.

KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BARITO UTARA,

bahwa dalam rangka tercapeainya sinergitas kebijakan dalam
melaksanalean pembangunan daerah yang berkesinambungan
serta menjamin  keterkaitan dan  konsistensi antara
perencanaan, penganggaran, dan pengawasan antara pusat dan
daereh yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan,
telah ditetapkan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 11 Tahun
2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten
Barito Utara Tahun 2016;

b. bahwa berkenaan dengan perkembangan yang tidak sesuai

1,

asumsi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupasen Barito
Utara Tahun 2016 dan dalam rangka melaksanakan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka
Peraturan Bupati Barito Utera Nomor 11 Tahun 2015 tentang
Rencana Xerja Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Utara
Tahun 2016, perlu dilakukan perubahan;

. bahwa perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

ditetapkan dengan peraturan Bupati Barito Utara;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tshun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat !l di Kalimantan ([Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953, Nomor 9) sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik




Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
pembentukan Daerah Tingkat Il Tanah Laut, Daerah Tingkat Il
Tapin, dan Daerah Tingkat Il Tabalong dengan Mengubah
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat 11 di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negera Republik
Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44.38);

5, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran WNegara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana
Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4405);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomeor 23, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614}

9, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Normor 4737);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan




11,

12,

Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-20 19;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517};

13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2014;

14.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2008

tentang Urusan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan
Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito
Utara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Barito Utara Nomor 1};

15.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2008

tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupatcn
Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun
2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito
Utara Nomor 2) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 4
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah
Kabupaten Barito Utara Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 4);

16.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 8 Tahun 2014

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Barito Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Barito Utara Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 8);

17.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 9 Tahun 2014

Memperhatikan :

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah
Kabupaten Barito Utara Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 9);

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Kabupaten Barito Utara Tahun 2005 - 2025;

2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2018;

3. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan
Tengah Tahun 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI BARITQO UTARA NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG




RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BARITO
UTARA TAHUN 2016.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 11 Tahun 2015
tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016
(Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2015 Nomor 11), diubah sebagai
berikut :

1. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3, disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 2A
sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2ZA

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Barito

Utara Tahun 2016 disusun dengan Sisternatika sebagai berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN

BAB Il EVALUASI HASIL RKPD TAHUN 2016 KABUPATEN BARITO UTARA
SAMPAl DENGAN TRIWULAN KEDUA

BAB [II RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DALAM
PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016 KABUPATEN BARITO UTARA

BAB IV PENUTUP

2. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4, disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 3A
sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3A

Isi beserta uraian Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daecrah (RKPD)
Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Barite Utara ini.




Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati Barito Utara ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal } Agustus 2016

ATI BARITO UTARA,

L

 —

NADALSYAH

Diundangkan di Muara Teweh
pada tanggal | Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA,
—

JAINAL ABIDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

F. FAUZI
NIP. 19710921 199803 1 004
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